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  ABSTRAK  - Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan di Kabupaten 
Belitung Timur, perlu mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, agar pelaksanaan pengelolaan 
keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan di Kabupaten 
Belitung Timur berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif, serta akuntabel, 
perlu diatur mengenai Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah Bidang Kesehatan, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 
Daerah, perlu menyusun Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah Bidang Kesehatan. 

  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119), Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang 
Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 2162), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1213), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1335),  



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara 
Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607), 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076), Peraturan 
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 
Nomor 3). 

  - Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur tentang Ketentuan Umum, Pembinaan dan 
Pengawasan BLUD, Perencanaan Badan Layanan Umum Daerah, Standar 
Layanan, Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis 
dan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan Barang, Tata Cara 
Penghapusan Piutang, Tata Cara Pengajuan Pinjaman, Tata Cara 
Kerjasama, Pengelolaan Investasi, Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran BLUD, Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, 
Ketentuan Penutup. 

 CATATAN : -  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,                                                     
1 Agustus 2024. 

  -  Lampiran: - 
 


